PEMBERLAKUAN KETENTUAN UU
YANG BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945
OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI {KAJIAN TERHADAT
PASAL 53 UU NO. 30 TAHUN 2002)
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ABSTRACT

Comstitutional Cowrt has vonducked a judicial review cenverming the Arhicle 33 Act Number
M2, The vourt devided that the article was against the P95 Consntalion, Despine this, the
arliche s still salid for three vears since the decision was made. The legal question shat unses is
concernmg the Act which is claimed to ke against the 1945 Constituian but still retains its
valdity 10 a limited scope. How does ome peroeive the legal enplemematien concerning the
Act? Many legad cxperts anemps (o explan both abose probleins, nevertheless they are all not
af the opinion one anuther. 10 seems W be mieresting fer o sdy, Lo s reason the svriter
ey to diseoss them legally in this article.

Kata kunci:  Muhkamah Konstiwsi. GU Bertentangan dengan UUD 1945,

PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum Indone-
sia. nndang-undang ('UY dibken-
ik oleh legslatif (lembaga pem-
bentuk UU. IH Indonesia, lembia-
i vang terhibar dalam pemben-
tukkan UL adalah Dewan Perwa-
Lilun Rukyat (DPR). PFresiden.
bubikan Dewan Peewukilan Dacrah
{DPD) {Pasal § Avat (i} Pasal 20,
Pasal 204, Pasal 22C Undang-
Lindang Dasar 1945]. Sejuk dinya-
wkan  bertaku, T mempuny:
kekuatan hukum berlaku mengikat
secara umum. sehingga semua o-
rang atay badan yang menjadi sa-

PRl Pensujar Fakolis Hukwmt U niversitas
Tarwmanagrars Jakaric,

saran (adressaty waib mentsat-
Dy,

Selayaknya UL yang dibuat
telab sesual dengan aturan hukum
di atasnya. vakni Undang-Undang
Dasar 1945 (UUD 1945) dan tidak
merugikan hak-hak konsotusional
masyarakat Akhic-akhir im adak

jurang LU dipermasalahkan ma-

syarakat kurena prosedur pemben-
twkan danftaw isinva dianggap
bertentangan dengan ULID 1945
din  hak-hak  kenstitusionul ma-
svafithatt, Sejak amandemen ketiga
ULUD 1945, Indonesia telah memi-
k1 perangkat hukum yang meng-
akomockasy  mekanisme  penyele-
suiun keberatan masyarakat terse-
bu, ymtu ketentuan  Pasal 24C
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UuUD 1945, Mekanisme keberatan
masyarakat atas UU tersebut dike-
nal dengansebutan judicial review
{pengujian UL oleh lembaga per-
adilam), baik secara formal mau-
pun secara material.  Ketentuan
tersebut diatur lebih lanjut dengan
Undang-LUndang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah
Konsutust (disingkat UUMEK)
serta Upndang-Undang Nomor 4
Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman {disingkat U'UKK).

Menurut ketentuan hukuom di
atas, lembaga negara yang secara
konstituional  diberi  wewenang
menguyi UL terhadap UUD 1945
adalah Mahkamah Konstitasi (di-
singkat MK). Lembaga negara ini
merupakan lembaga negara baru
yang muncu] setclah UUD 1945
diamandemen. Lembaga ini mulai
dibentuk terbentuk tahun 2003
dan telah menjalankan wewenang-
nya hingga saat in.

Keberadaan lembaga di atas
menuai harapan besar bagi bangsa
dan negara Indonesia, mengingat
Indonesia adalah sebuah negara
hukum [Pasal 1 Ayat (3) UUD
1945], bahkan sebagai negara hu-
kurn kesejahteraan atau welfare-
stare (Pembukaan UUD 1945
Alinea IV). Sebagai negara hu-
kum, maka hukum menjadi lan-
dasan pembenar bagi setiap akti-
vitas kenegaraan dan kemasya-
rakatan. babhkan untuk menguii
dan meminta pertanggungjawaban
terhadap pelanggarnya. Salah satu

hukum  yang dimzksed  adalzh
UuD 1545 UUD 1945 adalah
konstitusi Negara Kesatuan Repu-
ik Indonesia, yang secara hirarki
menempati posisi teratas dalam
tata susunan peraturan perundang-
undangan, sehingga LUUD 1945
merupakan hukum tertinggi dalam
kehidupan kenegaraan Indonesia.
Karena itu semua alran yang
berkedudukan di bawahnya wajib
sejalan dengannya. Atas dasar pe-
rangkat hukum di atas, MK diha-
rapkan dapat menjadi lembaga
yang mampu mengamankan sehu-
ruh norma konstitusi dari berbagai
UT yang menyimpang atau ber-
tentangan dengannya, melalui me-
kanisme pengujian UU.

Menurat Pasal 24 UUD 1945
jo UU MK, MK adalah salah satn
lembaga kehakiman yang menja-
lankan tugas peradilan demi te-
gaknya hukum dan keadilan. Ke-
dudukannya adalah sejajar dengan
Mahkamah Agung (MA). Sebagai
lembaga peradilan, maka wewe-
nang MK dilaksanakan melalm
proses peradilan, sehingga MK
menghasilkan putusan pengadilan
yang sebut Putusan Mahkamah
Konstitusi. Salah satu Putusannya
adalah Putusan MK No. 012-016-
Q19/PUU-TV/2006 tentang pengu-
jian Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pem-
berantasan Tindak Piduna Korupsi
atau disebut Komisi Pemberantsan
Korupsi {disingkat ULUKPK). Pu-
tusan it memutuskan tiga perkara



permohonan pengujian UU KPK,
yaitu perkara no. 012/PPU-T1V/
2006, perkara no. O1&/PPU-IV/
2006, dan perkara no. O19PPU-
V2000, Sesuai dengan judul di
atas, penulis  hanya  mengkajn
Putusan’ MK tersebut yang terkait
dengan Puasal 53 UUMK, yaitu
perkara no, 016/PPU-TV 2006,

Dalam Putusan MK No. 012-
016-019/PUL-IV/2006 yang diu-
capkun dalam sidang MK yang
terbuka untuk umum pada tanggal
19 Desember 2006, salah satw
aAmarnya:

"Menvatukan Paal 53 Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 202
tentang  Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Komupsi (Lem-
baran Megara Republik Indenesia
Tahun 2002 Nomor 137, Tam-
bahan Lembaran MNegara Repa-
blik Tndonesia Nomor 4250)
berentangan  dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
Indunesip Tohun 1945,

Menyatakan Pasal 53 Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Fidana Korupsi {Lembar-
an Negara Republik Indonesia
Tahon 2002 Nomor 137, Tam-
bahan Lembaran MNegara Repa-
bhik Indonesia Nomor 4230) ie-
tap mempunyzi kekuatan hukum
mengikat sampai diadakan peru-
bahan paling lambat liga tahun
terhitung sejak putusan int diu-
capkan'.

IIL.

PEMBERIAK AN KETENTUAN UL

VANG BERTENTANGAN DENGAN UTID TO45._

Putusan MK di atas mengun-
dang reaksi. baik dari pemochon
ujt  material  maupun  kalangan
akadenmisi. Karena putusan itu di-
anggap ganyil. Meskipun demiki-
an. Putusan itu udak dapat di-
gangguguwrat, karcna Putusan MK
memiliki sifat final dan mengikat.
Sebagal lembaypa vang ndak me-
miliki jenjang hirarki organisasi.
yang berarti hanya satu-satunya
orgamisasi di tingkat Pusat, MK
memutus setiup permohonon pada
tingkat pentama dan terakhir, se-
hingga  tidak  terdapat  bentuk
upaya hukum lebih lanjut dan
lembaga yang berwenang mem-
handing  ataw  menguji  kembali
putusan MK, Putusannya memni-
ki kapasitas sebagal putusan pe-
ngadilan tngkat pertama dan se-
kaligus putusan pengadilan ting-
kat akhir (finaly. Akibatnya, apa-
pun amar putusan MK wajib dite-
rima, meskipun dianggap sebagi-
an kalangan tidak adil atau kon-
troversial bahkan aneh. Demikian
pula dengan Pumsan MK No.
(312-016-019/PUU-IV/2006.

FERMASALAHAN

Putusan MK terkait yang Pa-
sal 53 UUKPK mengandung dua
pernyataan yang saling bertalak
helakang, yaitn: Pasal 53 dinya-
tukuil bertentangan dengan LUD
14945, namun sebatiknya Pasal ter-
sebul tetap mempunyai kekuatan
mengikat. 1ni berarti  ketentuan
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Pasal 53 ULUKPK yang berten-
tangan dengan LUD 1945 masih
dimyatakun berlaku mengikat, se-
hingga ketentuan 1o tetap menjadi
landiasan hinkum dan harus ditaatn.
Pertanyaunnya adalab apakah MK
herwenang memberfakukan keten-
wan UL khususnya Pasal 53 UU-
KPK vung bernentsngan dengan
U E457 Apa dampak hukum
vung timbul akibat dari putusan
MK sepern ! Pertanyaan it
putat diangkat menjadi  masalah
dalam wlisan i, karena terdapat
ketidakizrmonisan  antara fungsi
MK depgan putusanpya. Di satu
sist MK wajib menzuji UU terha-
dap ULID 1945, namun di sisi lain
putusan MK membiarkan  UU
vang bertentangan dengan UUD
1945 tetap berlaku.

HHLKEDUDUKAN UUD 1945 DAN

MAHKAMAH KONSTITUS]

A, Hakikat UUD

Sesuui dengan Ketentuan Pasal
24C UUD 1945, MK berwenang
menguy UL terhadap UUD. Apa
vang dimaksud dengan ULUD?
Apakah yang dimaksud Pasal 24C
wu tmeliputi Pernbukasan dan Pa-
sul-Pasalnya. atauw hanya Pasal-
Fusalnya, ataukab beserta konven-
siketatanegaraan? Apakah LD
dimaksud adalah konstitusi? Da-
lam berbagai literatur, beberapa
ahli hukum belum sepaham meng-
arlikan UUTD bila dikaitkan de-

nzan istilah xenstsi. Ada ahli
hukum yung menganggap kedua
istlah 1o mempunyan artl yang
sama, tetapi ada pula vang meng-
angeap kedua istilah itn memiliks
arti yang berbeda, Misalnya Her-
man Heller vang diikuti oleh Har-
maitly Ibrahim menyatakan:

“konstituasi itu lebih luas danpada

[Indang-undang  [usar, karena

Undang-undany  13asar hanya

merupakan salah it pengertian

dari tiga penpectian Konstitusi

Ketign  penpertian Konstitusi,

yaitl:

a.  Konstitusl mencerminkan ke-
hidupan politik di dalarm ma-
syarakal schagal suatu Ke-
nyataan {Die Politische Ver-
veassung als pesellschefiliche
Wirklichkeitn. TN sini konsti-
tusi belum merupakan kons-
titust dalam arti hukum {ein
Rechisverfassurih melainkun
dalam arti sosiologis atav po-
binike:

b, Konstitusi sebagai kesituan

kaidah hukum (Die Versel-

batandigte  Rechtsverfoss-
tng). D simi Konsoitasi sadah
mempunyai  pengeriian hu-

kurn namun masih belum di-

ramuskan dalam suatu nas-

kah hukum:

Konstitusi yung ditulis dalam

suatn naskah sebagui peraiue-

an perundang-undangan ter-
tinggi” {Ibrahim, 1980 &(}-

62)

L



Menunit nendapat di atas, UUD
hanva merupakan konstitusi ter-
tuhis, scdangkan konstitusi it sen-
diri meliputi juga dua pengertian
lainnya seperti tersebud di atas.
Dalam konteks pengertian int,
K.C. Wheare juga menyatakan:

“The word consritutions Is oo
pionly uyed 1ol fedr hwo senses

roany erdinary discussion of

perdirical affafes. First of all it is
used to deseribed the whale sys-
reat elf povernment af g couniry,
the colfectan af rules which
exrablich and regulate or govern
the governmenl. Thiy rules are
partiy legaf, in the sense ihar
conrts of low will recognize and
apply them, and partly non-legal
o extra legal, taking the form af
iragey, understandings, custom,
gr cenpventions which courrs do
Hot recoynize as law but which
are Nt fess effective in regu-
lating the government than the
rules of law sivictly so culled. .
Second, it is used ro described
net the whale collection of rules.,
tepal, und non-fepal, bur rather a
colection of them which has wsu-
ally been embodied in one docu-
ment ar in a few closely velated
docyment”™ (K C Whear, 1975
1 dan 2).

Menurutnya, konstitusi memiliki
dua pengertian, yaitu konstilusi
yang tidak dituangkan ke dalam
suatu dokumen dan yang dituang-
kan ke dalam suatu dokumen.
UUD dianggap sebagai konstitusi
yang dituangkan ke dalam suat
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dokumen. sedungkan  konstitusi
meliputi juza hukum dasar yang
tidak dituangkan ke dalam suatla
dokumen. Pendapat  ini ditkun
aleh LCT. Smmorangkir, dengan
mengatakan bahwa "UUD 1945
adalah konstilusi yang teniulis se-
dangkan konvensi Ketatanegaraan
adalah konstitusi yang lidak ter-
tulis™ (J.C.T. Simorangkir, 1987
2.3 Wolhol juga memandang
konstitusi scbagal genusnya  se-
dangkan UUD sebagai spesiesnya
iG] Waolhoft, 1960; 19, Pepda-
pai ini mengartikan UUD merupa-
kan bhagian dan konstitusi. Bebe-
rapa pendapat di atas pernah di-
perkuat Penjelasan UUD 1943
{Penjelasan UUD 1945 tidak di-
gunakan lagi sejuk fahun 2000}
dengan menyebutkan “Undang-
undang Dasar adalah  sebagian
hukumnya dasar negara, karena
selain hukum dasar negara yang
tertulis terdapat pula hukum dasar
negara vang udak tertulis. Hukom
dasar yang udak tertlis ini dise-
but konvensi ketatanegaraan.
Berbeda dengan pendapat di
atas, UUD diartikan sama dengan
konstitusi, Penvamaan pengertian
in telah berkembang segjak abad
ke-17, kenka Chiver Cromwell
menamakan Undang-undang Da-
sar sebagui fnstriiment of Govern-
ment atauw pegangan pemerintah
untuk memerintah. Paham ini ke-
mudian diadopsi oleh Amerika
Serikat  dan Perancis, sehingga
muncullah  Kanstitusi  Amerika
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serikar dan Perancis. Lasalle dan
Struyken vang menganut paham
modern Juga mengikuti  jejak
Cromwell  dengan menyamakan
konstitust dengan Uindang-undang
Disar i3] Waolheft, 1960: 19,
L3 [dvnesea, Wirjono Prodjo-
dihoresdan Toniwlo memiliki pen-
dapat vung sepuhwm dengan pen-
dopal Cramwell Beluw menvata-
kuin
“Perkation  konsulust herar
pombentukkan, berusal dari kata
kutpa cemtitizner {Perancis) yang
berirtt - membentuk.  sedangkan
Kita tahu yang dibentek adaluh
negary Judi konstilus: mengan-
dunyg permulaun dan segala per-
alllrun mengenal suatl negara,
Kimstitast sama dengan prong-
wet dalam babisa Belanda don di
indunesia sama dengan Undang-
undang Dasar™ (Wirjono Pro-
diodikoro, 19700 11).

Juntanoe mengatakan “untuk me-
nyebul pengertian tersebut {mak-
sudnya UUD)Y dadam kalangan o-
ratig Indonesia, di samping istilah
Undang-undang Dasar lazim pula
digunakan istilah konstitusi. De-
mikrin pula orang Belanda,
samping menvebut 1snlah grosd-
wel juga mengenal istilah Kons-
tinetie” (Juniarto, 1987: 27}
Selain pakar-pakar di atas, Sri
Soemuntri dalam twlisannya me-
nychuthan “Negara Republik In-
donesia mempunya Undang-un-
dang Drasar atan Konstitusi™ (S
Soemantri, 1986: 1), Tulisannya

ini mengandung arti UUD sama
dengan konstitusi,  Hal  ini
dipertegas dengan pernyutasnnya
yang ditulis dalam catatan Kakt
tan bukunya  hahwa  “penulis
menggunakan  istitab  konstitusi
sama  dengan  Lindung-undang
Dasar (gromdwery” (Sn Soemantii.
1986, 1.

Apabtla memperhatikan prak-
tik pengeunasn kedua stilah
atas di Indonesia, Negura Repu-
blik Indonesia pernah menggu-
nakan kedua istilah itu vtk mak-
sud yang sama. Misulnya, pada
tahun 1945 Indonesiz menggu-
nakan 1solab ULD (Oendang-
Oendang Dasar Negara Repoeblik
Indonesia). Pada tahun 1949 Indo-
nesin menggunakan isttlah Kons-
titusi (Konstitusi Republik indo-
nesia Serikat)., Pada tabhun 1950
Indonesia menggunakan kembali
istilah UUD (Undang-undang Da-
sat Sementara Tahun 19501 Ke-
mudian sejak tahun 1939 Indone-
sia kembali menggunakan istilah
LU {(yakni UUD 1945). Ini her-
arti aleh negara Indonesia, istileh
ULD dan kenstitusi  digunakan
untuk hal yang sama. yakni me-
nunjuk kepada pengertian hukum
dasar negara yang lertulis, Pada
masd-imasa 1lu juga. selain ada
hukum dasar yang tenulis juga
terdapat hukum dasar yang tidak
tertulis vang disebut konvensi ke-
tatancguraan. Dari aspek prakuis
ini, tampaknya vntuk Indonesia,
kedua istilah  tersebul memiliki
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art] yang sama. yakni hukom da-
sar negara yang tertulis dan tidak
tertulis. Perscalan lebih lanjut a-
dalah apa yang dimaksud dengan
hukurn dasar?

Menrut James Brys UUD ada-
luh:

“wo frame of poelitical society,

arganized theongh and bav law,

Har i o xav, eite inowhich law

fias ewreflishied permanent -

ratfon with recogiiced functions
and definite rights" atow " co-

Heetivn of principles according

o whicl the power of the go-

verrment. the vighes of governed,

etndd relation henween the mon are

aciusted (CF. Strong, 1973:

104,

Menurat beliag ada tiga hal aturan
pokok vang diatur di dalam kons-
titusi, yaitu pokok kekuasaan pe-
merintah {negara). hak-hak rakyat
vang diperintah, dan hubungan
antara keduanya.

Dalam  pendangan  Wirjono
Prodjodikoro. aturan pokok di-
maksud di atas adalah  peraturan
permulaan tentang negara (Wir-
jeno Predjodikero, 1970 1), ka-
rena ity aturan tersebut masih ber-
sifat aturan dasar. yang hanya me-
ngatur negara dalam garis besar,
Dengan kata lain, UUD hanya
berisi aturan  tentang  kerangka
dasar negara atau apa yang harus
diperbuat ofeh bangsa dan negara

secara mendasar {framewnrk of

nation  and  state)  (Amiruddin
Sjartf, 1987: 26} Pendapat ini
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sejalan dengan  pendapat  Hans
Kelsen. vang menyatakan bahwa
“eonstitetion,  usually character-
ired s it fundamental faw, iy the
basic of national fegal order”
(Hans  Kelsen, [973; 238} dan
“revidating the creation of gene-
Ful  mormy (statietesy omav olso
deteimine the comtent of futnire
slatnies”  (Hans  Kelsen, 973
2581

Apabila meminiam  pendapat
Hans Nawiasky, UUD (di Indo-
nesia dalam anti ketentuan pasal-
pasilnya atau batang tubuhnya)
disebut “staer grindresets (aturan
dasar negaval. Norma inl berada
di buwab steasfuadamentelnorma
(norma fundamental negara. di In-
donesia adalah Pembukaan TTUD
1945/Pancasila} tetapt di alas for-
medfepesels taluran formal di In-
donesia adalah UU)Y (A Hamid §.
Atamimi, 1990 220}, Sraarsfun-
iipenteinorm dicermmnkan dalam
tata susunan norma negara Indo-
nesia sebagul Pancasila sedangkan
Jermellegesets dicerminkan ke da-
lamm UL/ Peraturan Pemerintah
Pengganti Uindang-undang  (Per-
pul [Atamimi, 1990 2241, De-
ngan demikian UUD merupakan
aturan dasar negara vahy dibentuk
berdasarkan Pancasila dan men-
jadi dasar pembentukan UU atau
Ferpu.

Schagar hukum dasar negara,
VLY hanva mengatur Kelentuarn-
Ketentuan ncgara yang sirategis,
schingza belurmm mengatur kehi-
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.KEDUDUKAN

dupun bBermesara yangz bersifat
operasional apalagr bersitat k-
nis. Prinsip-prinsip dasar kehidup-
an neygarialuh vang boleh diator di
dadamnyia, haik menyangkut ke-
daslotan. bentuk negara, bennik
;"-t*nm:'inl;'!h.'m, SES[ET pemerintih
A, lembaga-fembagi negara vang
michabsanaban kekoasaan negaria.
hak-hak  sukvat, dun hubungan
antird  lembas-lembaga negara
dengran rak v,

LD 1945
DALAM STRATA HUKUM
NEGARA INDONESIA

Dalam bukum posinf Indone-
i UU'D wlah ditempatkan pada
struty nornad hukum negars yang
strite s, Menurut UL Ne. 10 Ta-
hon 2004 tentang Pembentukan
Permuran  Perundang-undangan,
secilit berurut-tuent dark notma
hukum  tertinggl hingga  norma
hukun (erendah meliputa: UUD.
UL /Perpu. PP, Peraturan Presiden
tPerpress, dun Perda {Pasal 7).
Daliy U'L e, Pancasifa ditem-
padkan sebaga segala sumber hu-
kum nasional, sehingga memiiki
deragpat/kedudokan di atas UUD
1945 4 Pasal 3 jo. Pasal T

Meskipun masih menuimbul-
kup kriik yang serius, Susupan
norma  iu menunjukan  gradasi
ving  berbeda  kedudukin  dan
fungsinya antara sata dengan yang
lam. Sctiap norma memiliki dera-
jJat vang herbedia, sehmgea memi-

-

bki maten penguturan yang dera-

Jatnva berbeda pula. Makin tnggi

norna tersebut maka makin tinggi
pula dergjat atan kedudukannya,
schingga  makin  abstrak/pokok
pula normansa. Sebadiknya makin
ke bawah norma nu meniliki
derajat/kedudukan makin rendah
sehingga makin konkret/rine: nor-
manya. Dengan derajut seperti ini,
maka setiap norma lidak  boleh
mengatur  hal-bal  yang menjuadi
wewenang pengaturan norma di
atasnya atau di bhawahnya  De-
mikian pula dengan UUT, tidak
boleh  mengatur norma  yang
menjadi wewenang Pancasila dun
wewenang UL, atau peraturan la-
in dt bawahnya.

KEDUDUKAN MAHKAMAH
KONSTITUSI

UUD 1945 {pasca amande-
men) menvatakan kedaulatan ada-
lah di tangan rakyat dan dilaksa-
nkaan menumt UUD  [Pasal |
Ayat (2)]. Rumusan it mnem-
patkan rakyal sebagal pemegang
kekuasaan tertinggi megara, ni-
mun pelaksanaan kekuasaannya
harus memperhatikan  petunjuk
UUD 1945, Melalui Pasal 24 dan
Pasal 24C, UUD menyerahkan
peaksanaan kedaulatan di hidang
kekuasaan kehakiman kepada MA
an ME. DM sini tampak bahwa
MIC merupakan lembaga ncgara
ying melaksanakun kekuasaan ke-
hakiman di samping MA. yang
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memnilikn keduwdukan  sejujir de
nean Mo, Presiden, MPR. DPR.
BPPK. bahkan MPR. Kesejaaran
i mwmbert makng lembags
merara menuhki kekvasaan yang
secherajat, karena o antar lem-
biuga negitra tidak dipeckenankan
intervenst  terhadap kekuasaan
bermbaga L. Setiap fembaga ne-
gara lelah diberikan kekuasaannya
aleh THIDY 1945 ving dijabarkan
lelih lamput ke dalam seliap U7
vang mengalur kekuosaan  lem-
bupa negara yang  bersangkutan,
Dengan seaqukian UUD 1945 dan
UL yung bersangkutan itu men-
Judh batas-batas kekoasaan lemba-
PN HTH IR TS IRINT o

WEWENANG
LU OLEH MK
Sebagaimana dikemukakan di
ahis, safah sutu wewenung MK
mengul V1L Secara redaksional
Pusal 24C Ayat ¢} merumuskan
"MK berwepang L omengupn UU
terhadap ULID. .7, Pertanyaunnys
adatah apa makna rumuosan redak-
sional wewenang MK tersebat?
Runtsan Ji atas tampak nie-
miltkr makna sederhana, karena
sekilas rumusan it mudah dipa-
hami. Namon kiranya kita perlbu
mencari - pemahaman makna  de-
ngan  mengetengabkan  beberapa
PeItanydun, yaitu api makna funp-
s1 MK dalam pengujian UL werha-
chap LELY 19457 Apa makna pe-
ngupan UL terhadap U'UD 19457,

PENGUJIAN

FPEMBLERTAKDAN KETENTLAN UL

PANG BR R IONTAAT AN JINEGAN L) S

baguimana  hasi]l pengojian UL
oieh MK tehadap UUD 19457
Gertkut i penulis kemukakam
LTl akbads PEITUn Y- pertanyaan
lersenul.

datam
terhudap

A, Fungsi MK
Penpujian U
LT}

UCTD 1905 rndak memberikan

Javaban atas pertanyaan pertana

mengenay lungsi MK dalam e
nagi UL aerhadap LUD 1945,
karena ULD 1945 ridak membe-
rikan penjelisan.  Dalam keten-
tan UMK (haik dulum pasal-
pasal maopun penjeiasan puasal
deri pasal yuga tidak ditemukan

Jwwabanmyva, Kaeena Pasal 10 ha-

sy merumushun redakst yang
sarma dengun redaksi Pasab 24C
UTD 1945 dan penjelussn Pasal
H-pun menvatakan cukup jelas,
Apabila coba ditclusuern, jawaban
i dapat sedikit dilihat dari dasar
penukiran pembuat UMK vang
tlerdapat di dalam ketentan “Me-
mintang dan Penjelasan Umuom
UL'ME. Dulam ketentugn menim-
hang bulir b terdapat rumusan:
“Auhkamah Konstitusi - sebagai
salith satu pelaka Bekuasoan ke-
hakman mempunyai peranan pen-
ting  hulam wsaha  menegakkan
Konstilusi dan prinsip negara hu-
kum sesuai dengan tugas dan we-
wenangnvie sehugaimama ditentu-
kan dafam Undung-Undang Dasar
Negara Republik Indoaesia Tahun
19457, Kemudian Penjelasan U-
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mum . Muhkamah Konstitust se-
bagai lembaga negara yang ber-
fungi mepangan perkara tertentu
di bidang ketatanegaraan. dalam
rangka menjaga Konstitus]  agar
dilaksanakan secara berlanggung-
fawab  sesuar dengan  kehendak
rukvat dan citu-cita demokrasi.
Keberadaun Mabkamah Konstitu-
si sekaligus untuk menjagy terse-
lenggaranya pemerintihan pegara
vang stabil, dan juga merupakan

gakkan nilai-nital dan norma-nor-
ma konsutust miclakul mekanisme
peradilan {Hardjone, 2007. 16}
Pengawdl herarti benteng pertatma
dan sekaligus terakhir dari setiap
penyimpangan atan  pelanggaran
vang dilakukan oleh U sehingga
norma LT dilaksanakan dengan
semestinya. Fungst tersebut dapat
penulis gambarkan sepertt bagan
herikut:

kewekst terhadap penga-
fuman kehidupan ketata-
negaraan di masa  lalu
vang diimbulkan  oleh
tafsir  ganda  terhadap

UL 1945

komsutusi”. Dalam kon-
teks pengajian UL ru-
musan di atis members I
makna fungsi MK se-
bagai lembaga penjaga
konstitusi dan memben

meinbat mnEUi

| cpislatif

MK

(M

tafsir ketentuan  konsti-
tsi agar konstitusi dilaksanakan
secara bertanggungjawab, Perta-
nyaan berikutnya adalah apa yang
dimaksud dengan MK sebagai
penjuga  konstitusi  dan MK
memberi talsir konstitusi?
Beherapy  Hakim  Konstitus)
mengartikan fungsi MK sebagas
penjaga konstitust dengan istilah
“the grardian  of constiiution”
{pengawal konstitust) (H.M. Laica
Marzuki. 2007 8. hihat pula H.
Achmad Roestandr, 2007 tanpa
halaman;  lihat pola  Hardjono,
2007 16 Sebagm pengawal
konstitust. MK berfungsi mene-

UUD 1945 memberikan kekuasa-
an kepada legislatif untuk mem-
bentuk UU dan memberi kekuasi-
an kepada MK untuk menguji UL
terhadap UUD 1945, Pengupan
MK tersebut dilakukan melalul
proses peradilan. Dalam hal MK
mengabulkan permobonan. UU
ataw bagian UU tersebut dinvata-
kan bertenlangun dengan UUD
1945 [Pasal 57 Avat i UL No.
24 Tahun 2003]. Dengan derm-
kian, MK telah memaga/mem-
bentengi UUD 1945 agar tidak
dilanggar/disimpangi oleh LT
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Selam sebagar penpuga kons-
usi. MK juga berfungsi pemberi
tatsir  konstitusi,  Talse dischu
Jugs interpretasi. yung  berarts
memberikan penjelasan mang atau
artr atau maksud vang  sesung-
guhnyy, Melului penafsiran, se-
siatu akan  menjadi Jelas  ar.
makpa, maksud, atau penjabaran
vang sesungguhnya. Dengun de-
mikian, vang dimaksud MK ber-
fungs:  sebaga  pemberi  tafsir
konstitasy (UUD 19453 adalah
MK membertkan penjelasan vang
sesunprubnya tentang arti, makna.
maksud, atavw  penjabaran  lebih
lanjut ketentuan ©UD 1945, Per-
tanyaantiva adalah apa yang di-
mmaksud denpan CUD 1945 dalam
konteks penguiian UL oleh MK?

Pasva amundemen, UUD [945
terdirn atas dua baglan, vaitu Pem-
bukuaan dan Pasal-pasalnya (ketika
belum diamandenien, TUD 1945
lerdirt atus tiga bagian: Pembu-
kazn. batang tubuh. dan  pen-
jeiasand. Pembukaan  dndentikan
dengun Puncasila. yang dalam tatu
usunan nomna disebut oleh Hans
Keisen sebagal  steatstundoamen-
tafnorm, vang olch Notonagoro
drartikan norma dasar negara atay
normly pokok  negara (Mana
Farida  Indratri Suprapio,  [Y94:
48-44). Pasal-pasal atou Batang
Tubuh UUD 945 oleh Hans
Mawiasky disebul staatserundee-
serz vang diterjemahkan sebagm
aturan disar negara atau aturan
pokok negara  {(Muaria  Farida

Indrat Suprapto. F998: 44-30).
Kedug norma it mempunyal hu-
bungan haraker. vt Pembukaan
LD 1945 (Pancasila) memeliks
kedudukan lebib timgpt dari Pasal-
pasal UUTY 1945 Ketika Penje-
luzan LD 1945 masih berlaku,
di sana dinvatakan “Tembukaan
menciptakan pokok-pokok pikivan
dalam pitsul pasalnsu”, vang ber-
arti Pasal-pasal atau Batang Tu-
huh LU0 1948 dibentuk herdi-
saurkan dan hersumber pada Pem-
bukaan  ULD 1945 (Pancasifal
Dari vraan di atas, tampak ke-
Uechakpelisan maksud U1 1945
dalum konteks pengujian UL, ya-
ity apakah VLU 945 yang di-
maksud adalah kedua bagiannya
atan hanyva Pasal-pasainva yang
dijudikan  wlat okorftolok  ukord/
dasar mengujan U olech MK?
kendakielisan tersebut teiah di-
utust oleh UL No, 10 Tabun 2004
vang  menempatkan  pengaturan
Pancasila Jan ULD 1845 secaru
berbedi. Puncasila disebutkan pa-
da Pasal 2 sedangkan UL 1945
disebutkan pada Pasal 3. Ini her-
arti Pancastla yang disebut pada
Pasal 2 mengundung arti Pem-
buikan DU 19450 secdangkan
UU'D 1945 vang  disebut pada
Pusal 3 eneandung arti Pasal-
psalova (Batang Tubuh UTUD
I'4451 Dengan demikian, maka
dulurn konteks  pengupian UU,
yang  dimaksud  UUD 1945
seharal tolok ukurfalat ukur/dasar
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pengujun UL adulah Pasal-Pasal
LD 14945,

Subagaimania dikemukakan di-
atus, LU 1935 odalam hal int
Paxul-Pusalnvay adalah hokwm da-
Sar negara e hukum ertingg
NEgars, Yang mengutur negara se-
cara garis besar. D1 bawah UUD
'35 terdapar peraturan lain yang
kedudukannya lehih rendah. Hans
Kelsen {(dalam teorinya: Smfen-
tiearier dan Hans Nawiasky (da-
e teorinva: Theorie vom Sti-
Feueithan der Rechtsordmmp)
menvatakan setiap norma hukum
fperaturan’ dihentuk herdasar dan
hersumber pada norna (aturand di
diisnya AMaria Farida Indrat
Suprapto. 1998 25 dan 273 Inme
herarti pembentukan norma atao
aluran UL bersumber dan ber-
dasar pade UIUD 1945, [ni berart
puls maten muatan LU harus ber-
stmbrer atian berdusar atan sesual
dengan mater muatan UUD 1943,
Hul im telah dinyatakan secara
ekaplisit oleh negara  Indonesia
moelalur LU Neo, 14 Tahun 2004
Pusial ¥ vakni:

Materi moaan yang harus diatur
dengzan undang-undang  berisi
hul-hal yang:

i, mengatar lebih lanjot kKeten-
tan Undung-Undang Dasar
Megara Republik Tndonesia
Tahun 1945, yang meliputi:
L. hak-hak asasi manusia,

2. hak dan kewajiban warga
NeEard,

e
Ak
i

3. pelaksanaan dan  pete-
gakkan kedaulaton nega-
rd serla pembagian keku-
a%2an MNepar,

4. wilayah negara dan pem
bugian daerah,

5 kewargancgaraan  dan
kependudukan

£, Kevangan ncgar

b, diperintihkan oleh oleh suatu
undang-undang untuk diatur
dengan undang-undang.

Pesoalannva adalah baganta-
nl pembentuk UL merumuskan
maleri muatan LU di atas agar
tidiak bertentangan dengan UUD
1945? Pada saat merumuskan ke-
tentuan {avar. pasal, danfatau ba-
glan lainy UL pada saal it
sebenarnya. pembentuk UL telah
membuat tafsiran nilateri muatan
UUD 1945 ke daiam materi ma-
atan UU vang diboatmya. Meladui
tafsiran i, pembuat LU berusaha
menselaraskan kebotuhan hukum
tnasvarakat  dengan  ketentuan
UUD 1945, Mixalaya, masyarakat
membutuhkan aturan tenfang per-
kawinan padahal di dalam UUD
1945 nidak ada aturan tentang per-
kawinan. Pada saat itu perbentuk
LU melakukan penafsiran matar
muatan UUD, maka terbentuklah
LT Ne.| Tahun 1974 tentung Per-
kawinan,

Adakalanya. tafsrun vang di-
buat oleh pembuat UL dianggap
tidak tepat, sehingga UL sung di-
hasilkannya diajukan permohonan
uji material ke MK. Im terlihat



i

dari 129 perkara permohonan uji
material yang telah diajukan ke
MK sampai dengan September
2007 {hmly Asshiddigie, 2007
220 Permohonan ujt material UL
menunjukian  adanya  perbedsan
penafsitan matert muatan kons-
titasr (UILMDY 1243} vang ditvang-
kan ke datam LU antara pemben-
tuk UL dengan pemohon. yvang
witjib diputuskan oleh MK, Sesuui
dengan kKewewenanganva, MK
melakukan pengujian naterial UU
yang dimohonkan it berdasarkan
UTD 1945, Pada saat itu MK me-
lakukan penaisirun materi muatan
kewentuan 1JUD 1945 untuk me-
ngup apakah materi muatan UU
hertentangan ara tidak  berten-
tangan dengan UUD 1945, Apa-
hily Putusan MK mengabulkan
permohonan pemohon. ini berarti
MK memberikan tafsican kons-
titusi sama dengan tafsiran pemo-
hon, Sebaliknya apabila Putusan
MK menolak permobonan pemo-
hon, maka MK member tafsiran
konstitusi sama dengan  tafsiran
pembentuk DU Mengingat Putus-
an MK bkersifat final dan mengi-
kat, maka tafsiran konstitusi oleh
MK (melalui proses uji material
LILN, tidak dapat diganggugugat,
artinys tidak dapat digjukan upaya
hukum lebih lanfut untuk menda-
patkan tafsiran oleh lembaga lain,
karcna tidauk ada lembaga lain
vang dapat membatalkan tafsican
MK, Ini berarti MK berfungsi
memberikan tafsiran terakhir ter-

PEMBERIAKLAN KETENTUAN LIS
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hadap rmateri mavatan ketentuan
konstitusy ¢ LILID 1945,

B. Hasil Pengujian UL oleh
MK
Pengujiun UL oleh MK dibe-

dakan atas dua bentuk pengujian.

vaity pengupan formal dan pe-
mgujiam materiab UL Pengujian
formal adulah pengujian terhadap
pruoses pembuatan ULT sedangkan
mengujian material adalah pengu-

Jan terhadap  sifmateri muoacan

ayat, pusal, danfatau bagian UU

herdasarkan  ketentuan isifmateri
muatan UL'D 1945 [Pasal 51 Avyat

(31 LLUMK]  Pengujian mana

vung akan dilakukan oleh MK?.

adalub saogat berguntung pada
permchonin pemaohon. sebab bisa
sifi pemchon mengajukan peemo-
bonan up material alao mengaju-
kun permohonan wi formal UL

Hasil penewjian UL oleh MK
adatah Potesan MK vane menga-
bulkan atau menolak permohonan
pernchon. Berikut masing-masing
putusan MK dimaksud:

1. Putusan Atas Uji Formal UU
Apabila Putusan MK menga-
bulkan permohonan pemohon,
maka mur puilsannya me-
nyatakan bahwa pembentukan
UL dimaksud tidak memenuhi
ketentuan  pembentukan UU
berdasarkan ULID 1945, UU
tersebut tidak mempunya ke-
kuatan  mengikat  [Pasal 57
Avar 1y UUMK]L Sebaliknya
apabila Putusan MK menolak
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penimohonan pemohon, karena
pernbentukan LT tidak ber-
lentangan  denpan  ketentutan
pembentukan UL berdusarkan
UUD 1945, maka amar putus-
vy menyatakan permohon-
an ditelak [Pasal 56 Ayar (5)
L'UME].

Putusan Aras Ui Material LU
Apabila Putusan MK menga-
bulkun permohonan pemohon,
nulka amar puotusannya  me-
nyatakan bahwa maleri mual-
art avat, pasal. danfataw bagian
Ll herentangan  dengan
UUD 1945, materi  muatan
avat, pasal. danfatau bagian
UL i oduk mempuanyan ke-
kuatan hukum mengikat [Pa-
sal 57 Ayat (1) LUMK]. Se-
baliknya apabifa Putusan MK
menclak permohonan  pemo-
hon  Rarena matert  mualan
aval, pasal, danfatau bagian
L'Uidak bertentangan dengan
LUD 1945, maka amar putus-
annya menyatakan permohen-
an ditolak [Pasal 56 Avat (3)
VLMK

Apabila  memperhatikan  Pu-
tusan MK sebagar hasi! pengujian
UU di atas, dan Pasal 36 serta
Pasal 57 UU MK, tampak bahwa
vang menjadi alat ukurftolok ukur
atan  dasar pengujtan oleh MK
adalah UL'D 1945, baik yang
menvungkut  ketentuan  pembens-
tukan muaupun mater: muatan UTL
Dengan kata lan, MK tdak me-
npukur  kescsuatan  pembentukan

[ B}

atau materi muatan U'U dengan
peraturan lain selain UUD (945,
Ini merupakan bentuk konsistensi
dari fungsi MK sebagai pemjaga
atay  benieng  koenstitusi {UUD
1245}, schungga lerhadap dugaan
suatu UU yvang berentangan de-
ngan UUD 1945 dapal diselesai-
kan oleh M.

PEMBERLAKUAN PASAL
53 UUNO. 36 TAHUN 2002

A, Wewenang MK
Sebagaimana dikemukakan di
atas, salah satu amar putusan MK
di atas menyalakan Pasal 53 UL
No. 30 Tahun 202 dinyatakan
bertentangan dengan UUD 1945,
karena bertentangan dengan Pasal
234 Awyat (1}, Avar (2). dan Ayat
(31, Pasal 24A Avyat 15). dan Pasal
Pasal 28D Awat {13 UUD 1945,
Pasal-pasal tersebut mengatur:

Pasal 24

(17 Kekuasaan Kehakiman me-
rupakan  kekoasaan yang
merdeka untuk menviengga-
rakan peradilon cuna mens-
gakkan hukum dan keadilan.

(2} Kektasaan kehakiman dila-
kukan oleh sebuab Mubka-
mah Agung dan hadan per-
adilan vang berada di baswah-
nya dalam bnghungan pera-
dilan urnuwm, linghungar per-
adilan  agama.  ingkungan
peradilan mibrer. lingkungan
peradilan tata u-uhl negarl,



dan ol sebual Mahkamah
Konstitusi.

Pasal 24A

i5) Susunun. kedudukan, keang-
rotuann,  dan hukum acara
Tabhkamah  Apung  serta
badin-badim - peradilim - lain
di bawhanya diatur dengan
undang-undung.

Puasal 2805

(11 Setiup  orang  berhak  atas
pengakuan, jaminan. perlin-
dungan, dan kepastian  hu-
kum wvung adil sena perla-
kuan yung sama di hadapan
hukum,

Pasal-pasal tersebut mengan-
dung makna Pengadilan Tipikaor
ermasttk pelaksana kekuasaan
kehukinan yang berbentuk pera-
dilan khusus Korupst dan berada
di lingkungan pengadilan umum.
Kaiena itu. scharusnya pemben-
tukan Peradilan Tipikor ditetap-
kan dengun UL tersendin yaitn
L'U Pengadilan Tipiker. Kenyata-
anitya Pengadilan Tipikor diben-
tuk berdasarkan Pusal 53 UU-
KPK. bukun dengan LU Penga-
dilan Tipikor. Karena itu Pagal 53
LUKPK yang mengatur pemmben-
tukan Pengadilan Tipikor berien-
tangan dengan ULID 1945,

Meskipun Putusan MK Pasal
33 VUKPK bertentangan dengan
LT 19445, manun amar berikul-
nya menvatakan Pasal 33 UUKPK
tetap mempunyat kekuatun hukum

PEMBERLAKUAN KETENTUAN UL
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mengikat sumpat diadakan peru-

Bahan paling lambat 3 {tiga) tahun

sejuk  putusan  ini diucapkan.

Mcengapa MK tetap  membetr-

lakekannya padahal Pasal tersebut

telah dinyatakan bertentangan de-

ngan LU 1945
Jika menvimak putusannya,

ada cmpat alasan yang digunakan

olch MK untuk tetap  member-
fakukan Paxal 53 di atas. Kesmpat
alasan dimaksud adalah:

I agar proses peradilan Tipnkor a-
tas pereriksaan perkara yang se-
dang dwangani wdak tereanggu
ativa ik et apalagn menime-
bualkan kekacauan hukum.

2. pangun menyebabkan tumbulnya
ketidakpastian  hokum  {reciis-
enzekerheid) yang dapat menga-
kibatkan kekucauan dalam pena-
nginan i pemberintasan Lin-
duk pidani korapsi.

3 pangan sanpa pula menimbalkan
implikas) melemahnya semangat
fedisinyentove) pemberaniasan tin-
dak pidana karupst yang telah
menjadi musuh bersarma hangsa
dun masvarakat Indonesia.

4 untnk melakukan penyempuma-
an UUKPK dun penataan kelam-
Bagiam pengadilan khusus vang
diperlukin untuk . nduk dapat
diselesaihan  seketika sehinggza
membutuhkan waktu yang cu-
kup.

Apakab alasan-alasan il cukup

valid sebagin dasar pembenar Pu-

tuwsan MK yiang tetap member-
takukan Puasal 53 UUKPK yang

bertentangan dengan UUD 19457
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Peoulis coba membahas  setiap
alasan fersebut.

Monurut penulis. alasan per-
tama Hdak memalik vahiditas bagi
MK uniuk memberlakukan Pasal
33 ULUKPK yang bertentangan
dengan CUD 1945, kurena pasal
tersebut  Gdak  dapar  dijadikan
dasar pembenar keberadaan Pe-
ngadilan Tipikor. Putusan MK
tersebut bertentangzan  dengan
UTID 1945, sehingga keberadaan
Pengadilan - Tipikor retap  tidak
memiliki dasar hukum Konstitusi.
Karena ila keberadaan Pengadilan
Tipikor adalah  inkenstituional,
sehingga udak memiliki wewe-
nang mengaditi perkara korupsi.
Keaudian ini justru menmbulkan
kekiacawan hokum, karena segala
kegiatan dan putusan Pengadilan
Tipiker  vang inskonstilusional
Gaak memilikn kekuatan  hukum
apupun. Hal itw akan berbeda
apabita MK ntidiak memberlakukan
Pusal 53 UUKPK, karena justru
tidak akan menimbulkan kekacau-
an hukum. Dengan udak berla-
kunya Pasal 53 UUKPK, maka
Pengadilan Tipiker menjadi hi-
Jang, dun sesnai dengan asas lega-
litas dulam perkara pidana maka
perkara korupsi yang sedang di-
tunganmi oleh Pengadilan Tipikor
heralih ke Penguadilan Umom {ka-
rena  Pengadilan Umum  masth
cksis dan mermuliki dasar hukum
konstitusi). Ini berarti proses pe-
meriksaan dan peradilan perkara
korupsi vang sedang berjalan ti-

dak akan terhambat. tidak macet,
dun diselesaikan olch pengadilan
yang konstitusional.

Alasan MK vang kedua juga
tidak tepat. kurena pemberlakuan
Pasal 53 UL KPK itulah yang
justru menimbulkan ketidak pas-
tiatt hukum. Dengan pemberla-
kuan pasal tersebut timbul dua
hukum yang berbeda. Pertama,
UUD 1945 menctapkan pemben-
lwkan pengadilan, termasuk Pe-
ngadilan Tipikor. dengan UU
tersendiri, sedangkan kedua Pasal
33 UUKPK menetapkan Pemben-
tukan Pengadilun Tipikor tidak
dengan UU tersendirl (melainkan
dengan UUKPK). Kedua aturan
ity menunjukan ketidakpastian hu-
kum tentang aturan pembentukun
Pengadilan  Tipikor.  Ketentuan
mana yang diguonakan  untuk
membentuk Pengadilun Tipikor?,
tidak jelas mana yang seharusnya
digunakan, Seyogyanyi, Menurut
asas fex superiori derogatf fegi
inperiori, ketentuan UUD 1943-
lah  yang diberlakukan, tetapi
kenyataannya MK memberlaku-
kan Pasal 53 UUKPK. MK telah
mengenyampingkan ketentuan
yang lebih tinggi (LUD 1945}
dengan ketentuan yang lebih ren-
dah (UUKPK). Ini merupakan
bentuk pelanggaran terhadap atur-
an normatf dan asas hukem, yang
menyebabkan hukum menjadi ti-
dak pasti dan kacau.

Alasan MK vang ketiga sangat
menyesatkan hukum dan keadilan,



karena melanggar prinsip negara
hukuin atau  reefirsicat [Pasal |
Avat (31 UTT> 1945). Salah satu
cirt negara hukum adalah setiap
nindakin pemenintah  barus  ber-
dasarkan  hukum  atau  undang-
undang (Maobh, Kusnardi Harmaily
Thrahtm. F988- 153y Hukum atho
LU menjadi dasar dan alat ukur
kebenaran suatu undaskah peme-
rintab/penguasa, termasuk tindak-
an pembentukan pengadilan dan
proses mengadili perkara. Adanya
semangat bangsa dan masyarakat
untuk memberantas korupsi. bu-
kan berarti harus melupukan atau
mengenyampingkan landasan hu-
kum  dan  membenarkan  alasan
vang tidak memiliki landasan hu-
kum. Apabila hal it dilakukan.
maka terjadi kesewenang-we-
nangan, sebagaimana yang lerjad
pada nepara kekuasaan (machr-
stauty, Pemberlakuan Pusal 53
LUUKFK oleh MK atas dasar a-
liusan keliga ini merupakan bentuk
kesewenang-wenangan MK, kare-
na alasan 1w tidak  berdasarkan
hukum dan tidak ada dasar hukum
bagi MK untukmemutuskan  hal
1tu, Schenarnya semangat bangsa
dan masyarakat memberantas ko-
rupsi dupat direalisasikan melalus
lembaga peradilan yang sal yaitu
pengadilan wmum. Apabila penga-
dilan  tersebut  dipandang  udak
memiliki - kapasitas  memanda,
makia meourat UUKK dan UL-
MA yuang harus dilukukan adalah
MA membina pengadilan umum.

PEMBERTAKUAN KETENTUAN [0

FANG BERTENTANGAN DENGAN VI 1uis

sehingea kapasitasnya  memadai
untuk memberantas korupsi.
Alasany keempat putusan MK
telsk refevan dengan penyempur-
naan LUKPK. karcna apahila MK
tiduk  memberlakukan Pasal 53
LULUKPK. maku legislaif secara
otomitis  akan menyempurnakan
UUKPK, bahkan akan memben-
twk UU Pengadilan Tipikor ter-
sendim. Balus wakiu riga tahun
yung diberikan MK juga tidak
mencenminkan solus bagl kebe-
radsan Pengadilan Tipkor menjadi
saf, karena  andwikata  legislanf
tetap tidak menyempurnakan UL-
KPK meskipun bhatas wakiu itu
teliah berakhir, maka Pengadilan
Tipikor menjadi hilang  secara
otomatis. yvang berarti  harapan
adimya pengadilan Tipikor vung
mampl memberantas korupsi ti-
dak terwujud. Akibarnya semua
perkara korupsi tkan kembali juga
diadh]i oleh Pengadilan Umum.
Atas dinvar Kapan i aras, ma-
ka pemherlakuan Pasal 33 ULU-
KPK aleh MK adalab tidak ber-
alasan atau tidak berdasarkan hu-
kum. Sefain itu. difihat dari dasar
kewenangun hukumnya, tidak sa-
Lipun aturan hukum vang ditemu-
kan di dalam Putusan MK tersebut
vung dijadikan landasan  hukum
tetap memberlakukan  Pasal 53
LLKPE. Ini berarti MK odak me-
milikt wewenang hukum  untuk
memberfukukan  pasal  tersebut,
babkan melanggar wewenangnya
sendirl, sebagaimana  ditentukan



ERY UKD A NG BT TSEPTEMBER 2ot

oleh Pasal 230 Avar o) LED

1945, yvung dijabarkun lebih lanput

vleh UIUTMEK Pasal 56 jo Pasal 57,

ying menpcakup:

i menyutakan permohonan pe-

mohan tidak dupat diterima.

apuibiia permochonan pengujian
thormal atat materialy UL ti-
ik memenuhs syaran,

menyatakan permohonan pe-
mehon  dikabulkan,  apabila

ULl vang diujr (formal arau

material) terbukti bertentang-

an dengan UUD 1945, Dalam
hal ini MK berwenang mo-
nyatakan:

a. U'LD bertentangan  dengan
L'LUD 19435, dan

b. UL yang bertentangan de-
ngan UUD 1945 dak
mempunyiai kekuatan hu-
kum mengikat.

3. menyatikan permobonan pe-
mohon ditelak.  apabila UU
yang diuji (formal atau mate-
rialy terbukti tidak bertentang-
an dengan LUD 1945,

Darl ketentuan di atas, tidak ada

satapun - ketertuan  atau  aturan

hukum yang memberi wewenang

Kepada MK untuk werp member-

lakukan ketentuan UU yang ber-

tentangan  dengan UUD 19435,

Karena itu tindakan dan Putusan

ME di atas adalah tindakan dan

putisan inskonstitusional,

| )

B. Dumpak Pemberlukuan Ke-
tentuan UL yang Berlenia-
ngan dengan ULID 1945
Scehagaimana dikemukakan di

atas, pada tangeal 19 Desember

2000 MK memutuskan Pasal 53

UUKPK  hertentangun  dengan

UUD 1945 numun wiap dinya-

takan mempunyal kekuatan me-

ngikat selama tiga whon sejuk
putusan i divcapkun. Berarn

Pasal tersebut berlaku mengikat

sampar dengan tanggal 18 De-

sember 2009, Apabila dikaji se-
cara normatif, putusan MK ter-
sehbut mentmbulkan dampak Pu-
tsan MK inkonstitusional, tim-
bulnva norina hukum bara di Juar

ULUDy 1945 kendakpastian hu-

kum, dualisme peradilun korupsi,

pelangaran hak Konstitusional rak-
yat. Berkut ini, penulis wrarkan
masing-masing dampak tersgbut.

1. Putusan MK Inkonstitusional
MK adalah salah sat lembaga
negara yvang keberadaan dan ke-
wenangannya diberikan konstiuws
(UUD 19457 Keberaduan dan
kewenangannya 1u diatur lebih
lanjut dengan LUTUMK. Salah sutu
kewenangan yang dimuikinya
adalah  "menguji UL terhadup
LUD 1945 (Pasal 24 C LD
1945), Dengan kewenanguannya
its, MK mendapat sebutan sehagn
benteng kenstitusi (UUD 19435),
sehingga MK wajib menjaga dan
mengamankan UUD (945 dar
berbagai porma hukum yang me-



T

Linggar/menyimpang  dari TILITD
1945, Berdasarkan kewenangnnya
ilu, MK berwenang menyaiakan
ULl bertentungan  dengan LUD
1945 dan menyatakan UL atau
hagrannya tdak mempunyai keku-
atun hukum mengikat (Fasal 56 jo
57T UMK -

Apubila  penuiis  menymmak
Putusan MK di atas, vang tetap
memberlakukon  Pasal 53 UL
KPK., putsan o tidak  sesum
dengan wewenang konsutusionat
vang dimilikinya. T berarti Pu-
lusan MK wersebut bertentangan
dengan LLD 1945 (Pasal 24C) jo.
LUMK (Pasal 57). Dengan demi-
kian, Putusan MK tersebut adalah
inkonstitusional {melapagar UUD
1945), tdak membentengi  atan
menjaga konstitusi (CUD 1945).
bahkan  putusan tersebul meng-
hancurkan UUD 19435,

2. Timbuinya Norma Hukum
Baru di Luar UUD 1945,
Putusan MK merupakan safah

At jerus  putusan  pengadilan,

Ditihat dari aspek sumber hukum.

putusan pengadilan adalab sulah

satu sumber hukum yang lebih
dikenal dengun sebutan yurispru-
denat, Kareni iu putisan pengy-
dilan, dalam hal ini adalah Pu-
tsan MK merupakan norma hu-
kum. Sebagai norma hukum., pu-
tusan pengadilan, termasuk Pulus-
an MK mempunyai kekuatan hu-
kum mengikal untuk diluksana-
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kin, apabiia sesva dengan dasar
hukum yung mengaturnya.

Tika mehihat ketentuan Pasal
24 Avat 210 UUD 1945, MK
aclulah salab satu lembaga negara
pelakn kekuasaan kehakiman, Ke-
kuasaan  kehakiman o sendirn
ilaliah kekuasaan negara yang
merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan runa mencgakken hu-
kum dan keadilan [Pasal 24 Avat
g1y LI 5] Ind berarh wioewe-
nang MK dilaksankaan  melalo
premes perachlan dan menghasst-
kan putusan pengadilan, Proscs
peradilan adalah proses meme-
tiksa dan memuus perkara atau
sengketa  berdasarkan  peraturan
perundang-undangan  vang  me-
ngaturnya, Pada akhirmya penga-
dilan  memutuskan., apakab per-
karwfsenghets o melanggar per-
aturun perundang-undangan atau
tidak. Karena itu, totok okur untuk
mengupl perkara adalah peraturan
perundung-undangan. Demikian
rula dengan MK, dalam moeme-
riksa dan memuatus permohonan
pengujian UL terhadap UUD
1945, waph menggunakan tolok
ukur ketentuan UTUD 1945, apa-
kith ketentuan UL yang  diuji
bertentangan  atan udak  berten-
tangan dengan UUD 19450 Im
berarti MK tiduk mengukur ber-
faku atan tidak berlakunya keten-
tuan LiLl berdasarkan  ketentuan
selain UUD 1945,

Menurut snfen theorie yang
dikemukakan Hans Kelsen, norma
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hukom ternusuk norma dinamik,
Earenin dibentuk berdasarkan nor-
i sung lebih tingm dan mempu-
nvi kekiatan mengihut apabila
dibentul berdasarkan norma vang
lebvity tieed 1 Maria Farida Indrati
Sueprapto, 19%%: 2728y 1L ada-
lah norma hukum formal (fresme-
flegesessy yang dibeniuk herdasar
dun hersumber pada konstitusi
ane UMDY 105 etaatagprmnd-
Veseroh Ind berarti Pasal 33 UL
KPK herlaku dan mempanyai ke-
kustan mengmkat apabila mempu-
nyal dasar bukum  permebentuk-
annya dr ULVD 1845, Sehagaima-
nit cikemukakan di atas, pember-
lakuan Pusal 53 UUKPK tdak
memiliki dasar hukum konstitusi,
Dengan  menvatakan  Pasal 53
LLUKPK tetap memitikt kekuatan
mengikat {berlaku), maka Putusan
MK ituluh yang menjodi dasar
hokum Pasul 53 UUKPK, yang
berartt Putbsan MK memmbulkan
nuetna hukum baru di lwar ULTD
1945, Hul uu dapat digambarkan
sehagar berkut:

Gambar di atas memperlihat-
kan ULD 19453 membern batas-
haras norma pembentukan keten-
twan ULT, sehingga settap kelen-
tuan L) harus berada (hersum-
ber) pada norma UUD 1945, Ke-
tentuan Pasal 53 ULKPK berada
di luar batas norma  (Ketentuan
LIUD) sehingga tidak mempunyai
dasar hukum UUD 1945, Dasar
pembertakuan atan kckuatan me-
nEikat ketentnan Pasal 33 UU-
KPK adalah Putnsan MK yang
sehenarnya Putusan MK tersebut
bertentangan dengan ULID 1945,
Dengan demikian MK telsh mem-
bentuk "norma hukum baru di tuar
UUD 19457 baik berupa Putusan
MEK itu sendiri maupun ketentuan
Pasal 53 UUKPK. Ini berarti ada
dua norma (aturan) pembentukan
pengadilan, yaitu pertama yang
terdapat di dalam konstitusiyULD
yvalle Pasal 24 Ayat {3Y jo Pasal
24A Avat (5), dan kedua vang di
lzar UUD 1945 yaitu Putusan MK
dan Pasal 53 UUKPK.

Pembentukan norma barn di

X LLD 1945 \:,{

CCCCCONE>

luar UUD 1945 oleh

Put MK

MK adalah pelanggaran
terhadap UUD 1945 dan

h ) '
sistem hukumt Indonesia

pada umumnya. Dalam
sistem hukum Indonesia
(menurut Pasal 7 TUU
No. 10 Tahun 20045, ke-
lentuan UUD 1945 di-
laksanakan wleh UL se-

Batas norma
LD 1945

Bt nowrmit

T 1945 hingza tidak ada dasar

dan alasan apapun untuk




inenetapkan ketentuan UL di loar
ULy 1945, Apa vang dilakukan
oleh MK di atas adaluh preseden
buruk {tidak baik), karena dapat
dijadikan ryukan tidak baik bael
Futusan MK bertkuinya atau lem-
baga peradilan pada umumnya un-
tuk mnctakukan hal vang sama.

A Kendakpastian Hukum

Dampak Tmn yang vmbut dar
Putusan MK di aras adalah ke-
tdakpastian hukum. Ketidakpas-
tan hakum dimuksod adalah tidak
adanvi jaminan buhwa ketentuan
hukum akan dilaksanakan  scba-
Saimana mestinyad. Analopi seder-
hana misulnya, rumusan hukum
menyatakan A, namun helum ten-
t pelaksansannya adalah AL kare-
na bisa lerjadi  pelaksanaannya
adalah B atau C dan sebagainya.
Bemikiun pula yang terjadi pada
Putusan MK i atas, Rumusan
Pusal 24 Avat {3 jo Pasul 24A
Ayat 15) UUD 1945 menyatakan
pembentukan pengadilan ditetap-
kan dengan UL tersendiri, namun
ternyata Putusan MK menctapkan
pembentukan Pengadifan Tipikor
tidak dengan UL tersebdin (se-
mestinya dengan UL Pengadilan
Tipikor) melainkan boleh dengan
ULT Lun yaito UUKPK. Ini berarts
prinsip huokum yang dirumuskan
ULD 1945 tidak  dilaksanakan
olch MK sebagaimana mestinya.
Im adalah wujud  ketidakpastian
hukum
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Ketidabpastian - hukunt  eleh
Futitsan MK sa berdampak bu-
ruk pada hal-hal lain, sehingga
nanna-norma LD 1945 belum
tento akun dilaksinakan sebagai-
mana mestinya. Apa vang dilaku-
kian oleh MK akan menjadi pre-
seden. schingpa penyimpangan-
penvimpangan dart aturan hukom
dianggap bul vang wajar, bahkan
dianggap sebapai  scsuatu vang
benar. Ini akan menimbulkan kKe-
khawatiran semua kalangan ten-
tang pelaksanaan norma hokuem
sevara tidak pasti di lupangan,

4. Dualisme Peradilan Korupsi
Korupsi mermpakan tindak pi-
danma, yang diatar sceare khusus
oleh UL No. 3] Tahun 1999 {en-
tan2 Pemberaniasan Tindak Pida-
na Korupsi. yang kemudian diu-
bulr dengan UL No. 20 Tahun
2000 tentanyg Perubahan Atas UU
Moo 31 Tahun 1999 tentang Pems-
berantusan Tindak Piduna Korup-
si. Perkara tindak pidana korupsi
diseleswkan  melalui Pengadilan
it Sesum dengan Pasal 24
Avat (3) jo Pasal 24A Avat (5}
ULID 1945 pembentukan Penga-
difan Umum ditetapkan dengan
U0 Pengudilan Umum. Setelah
UUKPR dinvatakan berlaku. Pa-
sal 33 mengamanatkan pemben-
tukan  Pengudilan Tipikor.  Atas
dusiar pasul tersebut dibentuklah
Pengadian Tipikor, yang  diberni
wewenang  {(kompetensi) khusus
mengadili perkara korupsi.
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Meskipun weluh dibentuk dan
Rerfungsinya Pengadilan Tipikor.
Pengadilan Umwin masih memi-
liki kompetens: mengadili petkara
kotupsi. sehinggs dakun prakok
terjuci dualisme pengadilan yang
ITu.‘ﬂg;]iiilli perkara korupsi. yaitu
Pengadilan Umum dan Pengadilan
Tipikor, Kewenangan Pengadilan
Umum tiduk  bisa diambil  alith
olch Peongadilan Tipikor, karena
Penpadilan Tipikor tdak memiliki
dasar hukom konstitsi (UUKPK
tidak mencantumkan Pasal 24
LLD 1945 sebagal dasar hukum
pembentukannyad melainkan ber-
disarkan Putesan MK, sedangkan
Pengadilun Umum mematiki dasar
hiukum konstiwsi (UL Pengadilan
Umum mencantumkan  Pasal 24
LU 1945 sebagai dasar hukumm
pembentukannyal. Akibatnya ke-
dJua pengucilan di atus eksis dan
msing-masing melaksanakan Ke-
wenangahnya mengadili perkara
karupsi. sehingga terjadi dualisme
pengadilan korupss.

5. Pelunggarun Hak Konstitnsio-
nal Rakyat.

Rakyal alau warga negara atau
manusia Indonesia memuliki hak-
hak vang diatur di dalam kons-
titusi (LD 19430 yung kemu-
dian disebut hak konstitusional.
Hak konstitusional dimaksud, an-
tara lain: persamaan kedudukan di
dalam hukum dan pemerintahan
[Pasal 27 Avat (1], serta hak aras
pengakuan. jaminan, perlindung-

an., dan kepastian hukum  yang
adht serta perlakuan yang sama b
depan hukum [Pasal 28D Ayal
(1], Putusan MK di aras melang-
par hak-hak komsotusionzl terse-
hut. karena pemberlikuan Pasal
53 UUKPK merupakan wujud
nyata tidak adanya persamaan hu-
kum, pengakuan hukum yang sa-
ma, jaminan hukum vang sama,
perlindungan hukum dan penga-
dilan yang sama. dan ketidakpas-
tian hukum.

VIII. PENUTUP

MK adaiah lembaga negara
yang memiliki wewenang, vang
safah satunya adalah menguji UL
terhadap UUD 1945, Dari hasil
pembahasan terhadap kewenang-
an kewenangan MK sesual de-
ngan permasalahan di atas, penu-
fis menyimbulkan:

A. MK tidak memiliki wewenang
untuk memberlakukan keten-
tuan UU, khususnya Pasal 53
LUUKPK. yang bertentangan
dengan UUD 1945, Tidak ada
satupun  dasar  hukum yang
memberikan wewenang MK
sepertt itn, karena MK hanya
berwenang menguji UL ter-
hadap UUD 1945 untuk me-
nyatakan UU tersebut berten-
tangan atau tidak bertentangan
dengan UUD 19435 serta me-
nyatakan UU atau bagian UU
lidak mempunyai  kekuatan
hukum mengikat {(tidak ber-



luku) karena bertentangan de-
nean LWUD 1945 Karena 1tu
Putusan MK di atas, Khusus-
N¥INmar putusan yang me-
nyatikan Pasal 53 masih me-
miliki kekuatan mengikat scla-
imactiga tahun adalah mkons.
titusiongl.

B. Pulusan MK yang member-
lukukan Pasal 53 UUKPK ber-
dampak pada: putusan MK in-
hotstitusional, tmbul  norma
hukum bary di luar LD 19-
45, kendakpastian hukum. du-
alisme  peradilan Tindak Pi-
dana Korupsi, dun pelanggar-
an huak konstitusional warga
negar.
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